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TENTANG 

PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK DIKETAHUI DAN DITEMUKAN 
FISIKNYA MELALUI MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH 

GUBERNUR PROVINSi DAERAH KHUSUS IBUKOTA ,JAKARTA, 

Dalam rangka member kepastian4wkurn dalam penyetesaian Barang MIHk Daerah yang 
tidak diketahui dan ditemukan fisiknya dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nornor 501 
Tahun 2019 tentang Majelis Penetapan Status Barang Mih Daerah, denc.,an ini 
menginstruksikan : 

Kepada 	1. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta 
2. Kepala Badan PengeIola Aset Daerah Proyinsi 0K1 Jakarta. 

Untuk 

KESATU 	a. Para Kepala SKPDIUKPD Proyinsi DKI Jakarta seiaku Pengguna 
BarangiKuasa Pengguna Barang: 

1. melaporkan Barang Milik Daerah (BMD) yang masih tercatat 
dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) narnun tidak diketahui dan 
ditemukan fisiknya kepada Majelis Penetapan Status Barang Milik 
Daerah untuk mendapat rekomendasi dalarn rangka penetapan 
status oleh Gabernur; dan 

2. membentuk tim penghapusan dan menugaskan tim Penghapusan 
sebagai petugas pelaksana penghapusan Barang Milik Daerah 
yang tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya. 

b. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah ROViliSi DKI „Jakarta selaku 
Sekretaris Majelis Penetapan S.atus Barang Milik Daerah 

1. menerima Iaporan dan i tian penghapusaa, SKPritiv.PD dan 
rnenindaklanjuti permohonan partimbangan penghapusan Barang 
Milik Daerah yang tidak ditemukan dan tidak diketahui fisiknya 
dengan rnelaksanakan Rapat Pra Majelis; dan 

2. mengembangkan Sistem Informasi Aset Terintegrasi khususnya 
untuk modul Penghapusan Barang Milik Daerah yang tidak 
ditemukan/hilana dan tidak ditketahui fisiknya melalui Majelis 
Penetapan Status Barang Mdik Daerah. 



•Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
IlDukota Jakarta, 

,141-r? 

Anies Baswedan, Ph.D. 

KEDUA 
	

Tahapan peny€!esaian Barang Milk Daerah yang tidak diketahui dan 
ditemukan fisiknya meialui Majelis Penetapan Status Barang Milik 
Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur mi. 

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 April 2019 

Tembusan 

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 



Lamftran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

Nomor 22 TAHUN 2019 

Tanggal 22 April. 2019 

TAHAPAN PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK DIKETAHUI DAN 
DITEMUKAN FISIKNYA MELALUI MAJELIS PENETAPAN STATUS 

BARANG MILIK DAERAH 

	

I. 	Definisi 

Penghapusan Barang Milik Daerah adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah 
dan i daftar barang dengan menerbitkan keputusan dan i pejabat yang berwenang untuk 
membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan i tanggung jawab administrasi dan fisik barang 
yang berada dalam penguasaannya. 

	

II. 	Ruang Lingkup 

Lingkup penghapusan Barang Milik Daerah di lingkungan Pernerintah Provinsi DKI 
Jakarta terdiri dani : 

1. Penghapusan dan i Daftar Barang Pengauna dan/atau Kuasa Pengguna: 

2. Penghapusan dan i Daftar Barang Pengelola, dan. 

3. Penghapusan dan i Daftar Barang Milik Daerah. 

	

III. 	Latar Belakang dan Tujuan Penghapusan 

Majelis Penetapan Status Baran() Milik Daerah bertujuan untuk memberi kepastian 
hukum dalam penyelesaian untuk Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan dan 
ditemukan fisiknya melalui Penghapusan Barang Milik Daerah karena sebab-sebab 
lain. 

	

IV. 	Pembentukan dan Tugas Tim Penghapusan serta Tugas Pengurus Barang 

1. Kepala SKPD membentuk Tim Penghapusan dan menugaskan Tim Penghapusan 
sebagai petugas pelaksacia Penghapusan Barang Milik Daerah yang Tidak 
Ditemukan dan tidak ditkatahui fisiknya, sebagaimana tercantum pada Format 1. 

2. Pengurus Barang mencetak Kertas Kerja Penghapusan Barang Milik Daerah 
yang Tidak Ditemukan dan tidak ditketahui fis:knya yang dibagi menjadi : 

a. Kertas Kerja Inventarisasi Barang Tidak ada keberadaanya berupa Bangunan 
sebagaimana Format 2, dan 

b. Kertas Kerja Inventarisasi Barang Tidak ada keberadaannya seiain tanah dan 
Bangunan.sebagaimana Format 3. 

3. Petugas Barang menyiapakan dokumen terkait dengan Barang Milik Daerah, 
meliputi : 

a 	Kartu ldentitas Barang terkait; 
b. Salinan dokumen kepemilikan; 
c. Salinan dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD sampai dengan 

31 Desember 2018; dan 
d. Dokumen lainnya yang diperlukan seperti Surat Keputusan Penetapan Status 

Penggunaan Barang Milik Daerah dan dokumen lainnya yang sejenis. 
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4. Pengurus Barang menyerahkan Kertas Kerja clan dokumen terkait Barang Milik 
Daerah tidak ditemukan dan tidak ditketahui fisiknya kepada Tim Penghapusan; 

V. 	Tindak Lanjut Tim Penghapusan atas Kertas Kerja dan dokumen terkait Barang Milik 
Daerah tidak ditemukan dan tidak ditketahui fisiknya 

1. Tindak lanjut atas BarangTdak Ditemukan dan tidak ditketahui fisiknya, diperinci 
sebagai berikut 

BMD selain tanah 

1) SKPD/UKPD membentuk Tim Penghapusan untuk melakukan verifikasi atas 
Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan serta meneliti ada ada tidaknya 
kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya Barang Milik Daerah 
tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian Tim Penghapusan 
terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan Barang Milik Daerah tidak 
ditemukan, dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

b) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian Penghapusan tidak 
terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukan Barang 
Milik Daerah, maka SKPD/UKPD mengajuk.an  usulan penghapusan 
Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang setelah terlebih dahulu 
mendapat persetujuan Gubernur rnelalui Majelis Penetapan Status Barang 
Milik Daerah Usulan penghapusan Barang Milik Dae7an melampirkan : 

1. Fotbcopy Berita Acara Inventarisasi dengan lampiran Daftar Barang 
Tidak Ditemukan sesuai dengan Format 4; 

2. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari Tim Penghapusan 
sesuai dengan Format 5; dan 

3. Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Sertifikat, Surat Keterangan 
Kebenaran Fotokopi izin Mendirikan Bangunan, Dokumen Perolehan 
Bangunan dan Berita Acara Serah Terima Bangunan, Surat Keterangan 
Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan atau Dokumen Lain yang 
Setara dengan Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara Seiain Tanah 
dan/atau Bangunan dan Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Berita 
Acara Sarah Terima Terkait Perolehan Barang dan Dokumen Lainnya 
(jika Diperlukan) sebagaimana Format 6, Format 7, Format 8 dan 
Format 9. 

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh 
Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
atau pejabat yang diberi kuasa, sebagaimana Format 10 dan Format 11 
yang sekuiang-kurangnya memuat : 

1. identitas Pengguna/Kuasa Pengguna Bara.ng/pejabat yang diberi 
kuasa; 

2. pernyataan menaenai telah roelakukan verifikasi clan peneiitian; dan 
3. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh etas kebenaran usulan 

yang diajukan, baik materi! maupun formil. 

2. Surat usulan pertimbangan penghapusan Barang Milik Daerah diserahkan 
Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah, sesuai dengan 
Format 12. 
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VI. 	Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Miiik Daerah 

A. Tugas dan Wewenang Majelis Penetapan 

1. Sekretariat Maje!is Penetapan Penetapan Status Barang Milik Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretariat Majelis Penetapan mempunyai tugas melaksanakan 
Rapat pra majelis yang bertujuan untuk menetapkan memeriksa dan memberikan 
pertimbangan kepada Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah atas 
penyelesaian dan tindak lanjut Barang Milik Daerah Bermasalah dengan 
pembagian tugas sebagai berikut 

a. Ketua 

1. menentukan Materi Rapat Pra Majelis Penetapan; dan 
2. memirnpin Rapat Pra Majelis Penetapan. 

b. Sekretariat 

1. memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan usulan permohonan 
penghapusan; 

2. menyiapkan bahan Rapat-Pra Majelis Penetapan; dan 
3. menyiapkan notulen Rapat Pra Majelis Penetapan. 

C. Anggota 

a. menghadiri setiap Rapat Sekretariat Majelis Penetapan; 
b. mempelajari/meneiiti bahan-bahan yang disampaikan Sekretaris Majelis 

Penetapan; 
c. memberikan pertimbangan/saran secara aktif dalam setiap pengambilan 

keputusan Sekretariat Majelis Penetapan; dan 
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Sekretariat. 

2. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Majelis Penetapan mempunyai wewenang 

a. Memberikan saran pertImbangan kepada Majelis Penetapan tentang 
penyelesaian dan tindak lanjut Barang Milik Daerah Bermasalah 

b. Memeriksa dan mevvawancarai pihak yang mengetahui sebab terjadinya 
keadaan tidak ditemukantilangnya BMD dimaksud. 

c. Meminta keterangan/pendapat dan i narasumber yang memiliki keahlian 
tertentu: 

d. Merneriksa bukti yang disampaikan; dan/atau hal lain yang dioerlukan untuk 
penyelesaian BMD bermasalah 

B. Persiapan Sidang Pra Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah selaku melaksanakan fungsi Sekretaris 
Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah menerima, rneneliti dan mendisposisi 
Surat Usulan Pertimbangan penghapusan Barang Milik Daerah tidak ditemukan 
dan tidak diketahui fisiknya kepada Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status 
Barang Milik Daerah; 

2. Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah menindaklanjuti 
permohonan pertimbangan penghapusan Barang Milik Daerah tidak ditemukan 
dan tidak diketahui fisiknya dan mempersiapkan hal sebagai berikut 

a. 1Vielakukan verifiksi permohonan pertimbangan penghapusan Barang Milik 
Daerah tidak ditemukan/hilang yang disampaikan SKPD/UKPD untuk memastikan 
apakah barang yang disajikan pada daftar barang sadah benar dan sudah 
sesuai dengan alasan penghapusannya. 
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b. Menyiapkan bahan investigasi untuk rnemperoleh informasi yang memadai 
yang mengakihatkan tidak nemukannya Barang Milik Daerah. 

c. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemeriksaan dan wawancarai kepada 
pihak yang mengetahui sebab terjadinya keadaan tidak ditemukan dan tidak 
ditketahui fisiknya Barang Milik Daerah dimaksud sesuai dengan petunjuk 
pelaksanaan yang ditetapkan. 

d. Menyiapkan bahan untuk kegiatan permintaan keterangan/pendapat dani 
narasumber yang memiliki keahlian tertentu jika diperlukan. 

e. Menyajikan data yang memadai untuk menyusun alternatf pertimbangan 
majelis apakah dapat merekomendasikan pertimbangan penghapusan atau 
harus ditakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

f. meneliti kelengkapan dokumen dan mempersiapkan rapat pra-sidang majelis 
penetapan status Barang Milik Daerah setelah berkoordinasi Bidang 
Inventarisasi, Data, Informasi dan Dokumentasi. 

g. membuat rencana kegiatan rapat pra-sidang majetis sesuai disposisi/ 
permintaan pimpinan dengan rincian sebagai berikut : 

1) Konsep Agenda Rapat Pra Majelis dan Surat Pemberitahuan Rencana 
Sidang Majelis Kepada Ketua dan Anggota Majelis dan kepada Kepala 
SKPD/UKPD terkait yang ditandatangani oleh Sekretaris Majelis sesuai 
dengan Format 13; 

2) Daftar barang tidak ditemukan yang dimohonkan pertimbangan 
penghapusan; 

3) Bahan investigasi dan konsep Berita Acara Investigasi yang akan 
ditandatangani oiah Kepaia Subbidang Perubahan Status Aset; 

4) Bahan untuk memeriksa dan mewawancarai pihak yang mengetahui 
sebab terjadinya keadaan tidak ditemukan dan tidak diketahui fisiknya 
BMD; 

5) Surat keterangan/pendapat dan i narasumber yang memiliki keahlian 
tertentu jika diperlukan; 

6) Daftar Penyampaian.bukti-buktindan 
7) Resume hash l verifikasi berkas permohonan pertimbangan penghapusan 

dan usul atternatit keputusan Sidang Majelis. 

h. menetapkan nomor register perkara, menyiapkan rencana dan bahan rapat 
pra-sidang majelis sesuai disposisi/permintaan pimpinan, menyusun acara 
rapat, mengkonfirmasi jadwal acara rapat pra-sidang majelis kepada Sekretaris 
Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah, membuat undangan rapat dan 
menyerahkan hasilnya kepada Sekretaris Majelis Penetapan Status Barang 
Milik Daerah sesuai dengan Format 14. 

3. Bagian Sekretariat !Violet's Penetapan Status Barang MiIk Daerah metaporkan 
rencana kegiatan sidang pra- majelis dan meminta paraf persetujuan Sekretaris 
Majeiis Penetapan Status Barang MuiR Daerah. Jika Sekretaris Majelis Penetapan 
Status Barang Milik Daerah belum setuju ma.ka Sekretariat Majelis Penetapan 
Status Barang MUik Daerah harus me7evisi rencana kegiatan rapat pra-sidang 
majelis. 

4. Sekretaris Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah memberikan arahan 
administratif Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 
untuk penyelenggaraan rapat sidang pra-majelis. 
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C. Rapat Pra Majelis Penetapan Status Bamng Milik Daerah 

1. Sekretaris Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah menyelenggarakan 
sidang pra-majelis sesuai rencana kegiatan rapat pra-sidang majelis, dan 
memerintahkan Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 
untuk mendukung kegiatan supaya berjalan lancar. 

2. Rapat Pra Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah di pimpin oleh Sekretaris 
Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dan diselenggarakan sesuai 
kebutuhan dan memutuskan saran pertimbangan kepada Majelis Penetapan 
tentang penyelesaian penyelesaian dan tindak lanjut Barang Milik Daerah 
Bermasalah karena Barang Milik Daerah Tidak Ditemukan/dan tidak ditketahui 
fisiknya. 

D. Keputusan Rapat Pra Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 

1. Keputusan Rapt Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 
ditetapkan secara musyawarah. 

2. Dalarn musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Sekretariat Majelis 
Penetapan hanya memiliki 1 (satu) suara. 

3. Keputusan yang dibuat di sidang Pra Majelis antara lain: 

a. Dilanjutkan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

b. Tidak dilanjutkan ke Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 
c. Dilanjutkan ke Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 
d. Atau ada piliha'n yang lain: 

E. Laporan Rapat Pra Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 

1. Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk membuat 
Notulen Rapat dan laporan Rapat Pra-Sidang Majelis. 

2. Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah melaporkan 
Notulen Rapat dan laporan Rapat Pra-Sidang Majelis Penetapan Status Barang 
Milik Daerah kepada Sektetaris Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. 

3. Sekretaris Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah melaporkan Notulen 
Rapat sesuai dengan Format 15 dan laporan Rapat Pra-Sidang Majelis kepada 
Ketua Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dan menindaklanjuti 
Keputusan Usulan Pertimbangan penghapusan Barang Milik Daerah tidak 
ditemukan dan tidak ketahui fisiknya yang disetujui oleh Rapat Pra-Sidang Majelis 
Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk dilanjutkan ke Majelis Penetapan 
Status Barang Milik Daerah. 

VII. 	Majelis Penetapan Status Barang . Milik Daerah. 

A. Tugas dan Wewenang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 

1. Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Majelis 
Penetapan mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada 
Gubernur Provinsi DK1 Jakarta atas penyelesaian dan tindak lanjut Barang Milik 
Negara Bermasalah dengan pembagian tugas sebagai berikut : 
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a. Pengarah, 

1. mengarahkan kegiatan rt/lajelis Penetapan; dan 
2. menerima Laporan tentang kegiatan Majelis Penetapan. 

b. Ketua, 

1. menentukan kegiatan Majelis Penetapan; dan 
2. memimpin Sidang danlatau Rapat Majelis Penetapan. 

c. Wakil Ketua, 

1. membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Penetapan; 
2. mewakili Ketua menjalankan tugas dalam hal Ketua berhalangan; dan 
3. mengkoordinasikan peiaksanaan hasil kerja Majelis Penetapan. 

d. Sekretaris, 

1. melaksanakan operasional administrasi Majelis Penetapan; 
2. menyiapkan bahan Sidang dan/atau Rapat Majelis Penetapan; 
3. mengarahkan tugas operasional Sekretariat Majelis Penetapan; dan 
4. memimpin rapat Sekretariat Majelis Penetapan sesuai kebutuhan. 

e. Anggota, 

1) menghadiri setiap Sidang dan/atau Rapat Majelis Penetapan; 
2) mempelajari/meneliti bahan-bahan yang disampaikan Sekretaris Majelis 

Penetapan; 
3) memberikan pertirnbangan/saran secara aktif dalam setiap pengambilan 

keputusan Majelis Penetapan; dan 
4) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua. 

2. Untuk melaksanakan tugas Majelis Penetapan mempunyai wewenang 

a. Memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur tentang penyelesaian dan 
tindak lanjut Barang Milik Daerah Bermasalah; 

b. Memeriksa dan mewawancarai pihak yang mengetahui sebab terjadinya 
keadaan tidak ditemukan dan tidak diketahui Barang Milik Daerah dimaksud; 

c. Meminta keterangan/pendapat dan i narasumber yang memiliki keahlian 
tertentu; dan 

d. Memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau hal lain yang diperlukan untuk 
penyelesaian Barang Milik Daerah bermasalah. 

B. Persiapan Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah seiaku melaksanakan fungsi Sekretaris 
Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah menerima arahan dan i Ketua 
Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk menindaklanjuti hasil dani 
rapat Sidang Pra Maj&is Penetapan Status Barang Milik Daerah ke Sidang 
Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. 

2. Sekretaris Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah mendisposisi arahan 
dan i Ketua Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk menindaklanjuti 
hasil dan i rapat Sidang Pra Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk 
menyelenggarakan Sidang Majelis sesuai jadwal yang teiah ditetapkan kepada 
Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. 
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3. Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah merencanakan 
kegiatan Rapat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah agar Rapat Majelis 
Penetapan Status Barang Miiik Daerah berjalan dengan lancar. 

4. Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah menyiapkan 
dokumen terkait Rapat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. 

C. Peraturan Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 

1. Sidang Majelis Penetapan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertioa) dan i jumlah Anggota Majelis Penetapan. 

2. Dalam hal Ketua Majelis Penetapan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin 
oleh Wakil Ketua. 

3. Sidang Majelis Penetapan dapat dihadiri Anggota Sekretariat dan pihak lain 
berdasarkan kesepakatan Majelis Penetapan. 

D. Keputusan Sidang Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 

1. Keputusan Sidang Majelis Penetapan ditetapkan secara rnusyawarah. 

2. Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Penetapan 
hanya memiliki 1 (satu) suara. 

3. Keputusan Sidang Majelis Penetapan mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

E. Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 

1. Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah bertindak 
memulai sidang dengan membacakan Notulen Rapat Pra-Sidang Majelis dan 
menyerahkan nomor register perkara berserta dokumen permohonan 
pertimbangan penghapusan kepada Ketua Majelis serta men. 

2. Ketua Majelis Penetapan Status BMD membuka sidang majelis dan 
melaksanakan agenda sidang majelis sebaaai berikut: 

a. menyatakan sidang tertutup untuk umum; 

b. memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang; 

c. memeriksa identitasnya para pihak; 

d. memeriksa bukti-bukti; 

e. membuat kesimpulan; 

f. melakukan rnusyawarah Majelis Hakim (bersifat rahasia); dan 

g. rnembacakan putusan majelis yaitu : 

1) penghapusan barang rnilik daeran; 
2) tuntutan ganti rugi (TGR); 
3) ditunda sampai sidang berikutnya; 
4) dan lain-lain. 
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3. Bagian Sekretariat Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah Membuat 
dokumen pelaksana sidang Majelis penetapan Status Barang Milk Daerah sesuai 
dengan Format 16 dan melaporkannya ke Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

iGubernurProyinS[sDaerah KhusuS 
I bukota Jakarta, 



Format 1 

CONTOH SURAT fi1FP:fr.ISAN (-V PiFkiGHAPUSAN 

"MAMA SATUAN KERJA PERANGKIIT DAERAH" 
PROVINSi DAERAH KHUSUS IBUKCYT JAKARTA 

KEPUT LI SAN KE PALA 'A/AMA SKPD" 
PROVINSI DAERAH K.HU.31JS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR: XXXX TAHUN 2018 

TENTANG 
TIM PENGHAPUSAN BIVID TIDAK DITEMUKANITIDAK DIKETAHUI FISIKNYA 

PADA "NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAH MAT TUHA.N YANG MAHA ESA 

KEPALA "NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH" 

Menimbang 	a. Bahwa dalam rangka rnewujudkan tertib administrasi dan tertib 
pengeloban Barang Milik Daerah di lingkungan "NAMA 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH", maka terhadap 
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan 
SKPD/UKPD berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi Barang 
Mitik Daerah dinyatakan tidak temukanitidak diketahui fisiknya 
diiakukan penghaousan; 

b. Bahwa untuk melaksanakan penghapusan Barang Mink 
Daerah sebagairnana dimaksud dalam huruf a pedu 
menetapkan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah pada 
"NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH" yang 
ditetapkan dengan Surat Keputusan. 

Mengingat 	:I Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah KhuGus Ibukota Jakarta sebagai ibukota 
Negara Kesatuari Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undano 
Nomor 9 Tahun 2015; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 lahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagairnana telah beberapa k.ali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; - 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengeioiaan Barang Milik Daerah; 

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah; 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA "NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH", TENTANG UM PEN(..3HAPUSAN BARANG MILIK 
DAERAH PADA "NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH", 

KESATU 	Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Daerah pada "NAMA 
SATUAN KERJA, PERANGKAT DAERAH",. 

KEDUA 	: Tim Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana diktum 
KESATU adalah sebagai berikut: 

1. Ketua 	Sekretaris SKPDIUKPD 
2. Sekretaris 	: Pengurus Barang 
3. Anggota 	: 1 slid 5 (paling sedikt di SKPD) 

I ski 3 (paling sedikit di UKPD) 

KETIGA 	Menugaskan kepada Penghapusan Barang Milik Daerah 
sebagaimana diktum KEDUA, disamping tugas dan jabatan sehari-
hari untuk melaksanakan tugas sebagai berikut: 
1. Menerima Kailas Ke0a Penghapusan Barang Milik Daerah 

tidak ditemukanthilang dan dokumen terkait dengan Barang 
Milik Daerah dan i Pengurus Barang, meliputi: 
a. K1B sampai dengan 31 Desember 2018; 
b. Salinan dokumen kepemilikan; 
c. Salinan dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMD 

sampai dengan 31 Desember 2018; dan 
d. Dokumen lainnya yang diperlukan seperti Surat Keputusan 

Penelapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dan 
dokumen lainnya yang sejenis. 

2. Berusaha mencari 	Barang Milik Daerah 	yang tidak 
ditemukan/tidak diketahui fisiknya tersebut dan berkoordinasi 
dengan instansi terkait lainnya antara lain dengan, Kecamatan, 
Kelurahan/Desa, dan lain-lain, sampai dengan ditemukannya 
BMD tersebut 

3. Melakukan verifikasi atas Barang Milik Daerah yang tidak 
ditemukan/tidak diketahui fisiknya serta meneliti ada tidaknya 
kesalahan yang rnengakibatkan yang tidak ditemukan/tidak 
diketahui fisiknya BMD tersebut 

4. Membuat berita acara verifikasi dan penelitian Barang Milik 
Daerah berikutlampirannya 

5. mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada 
Pengelola Barang setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan 
Gubernur melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik 
Daerah 

KETUJUH 

	

	Keputusan Kepala "NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH",. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KEPALA "NAMA SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH",. 

Tembusan : 

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; 
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta; 
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; 
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta. 

Nama 
NIP 
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FORMAT 4 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

JAKARTA 

BERITA ACARA 
INVENTARISAS! BARANG MILIK DAERAH 

PADA UKPDISKPD 
Nomor 

Pada hari 
bertempat di 
Kami telah melakukan inventarisasi atas barang rnilik daerah pada 
Kode SKPDIUKPD/UPB 
Nama SKPD,TUKPDIUPB 	• 
dengan hash l bebagai berikut : 

BAK 	RL1SAK RIN GAN 	RUSAK E1AT 	BERLE 611.4 	T1DAK D iTE111,.. KAN 	SENGKE:A 	UMLAh 
NO K1B - 

PAL 	N'LA1 	JivIL 	4ILA1 	' 1,41. 	MLAJ 	ML 	N1LN 	 JUL 	NLA1 	-V._ 	MLA.. 

2 

3 C 

D 

5 E 

6 1 

Lintuk selanutnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. dilampirkan : 
1) Daftar Barang Hasit Inventarisasi Barang Balk; 
2) Daftar Barang Hash i Inventarisasi Barang Rusak. Ringan; 
3) Daftar Barang Hasii Inventarisasi Barang Rusak Berat; 
4) Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Bertebih 
5) Daftar Barang Hasit Inventarisasi Barang Tidak Diketemukan; 
6) Daftar Barang Hasii Inventansasi Barang DaIam Sengketa; 
7) Catatan Atas Hasil Inventansasi; dan 
8) Surat pernyataan kebenaran hasil p.elaksanaan Inventarisasi BMD. 
Demikianlah Berita Acara ini dibuat, sebagai laporan pelaksanaan inventarisasi Barang MIlik Daerah pada 
SKPD/UKPD/UPB Badan Pengelola Aset Daerah 
Apabila ditemukan kesalahan dikemudian had, maka akan dilakukan perbalkan sebagaimana mestInya. 

Mengetahui, 
.Kepala SKPDILIKPD/UPB 

Jakarta. 
Tim Inventarisasi 

NIP. 	 NIP. 

NIP. 

NIP. 



Format 5 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
MAJELIS PEN ETAPAN STATUS ASET BARANG MILK DAERAH 

Jaian Abdul Muis Nomor 66 
Telpon 3865580, 3865586 F7::x. 3865746 

JAKARTA 

    

Kode Pos : 10110 

         

         

         

         

BERITA ACARA HASTL VERIFIKASI DAN PENELITIAN 
NAMtA SKPD/UKPD 

PROVINSI DKI JAKARTA 

Nomer : 

Pada hari ini ....... Tanggal ....... Bulan ....... Tahun .............. (....... - ....... - 	), kami 
yang bertanda tangan dibawah ini selaku Panitia Penghapusan Barang Daerah milik Kepala SKPD/UKPD 
yang dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD/UKPD Nomer 	Tahun 	Tanggal ....... Bulan 

Tahun ....... secara bersama telah melaksanakan Verifikasi dan Penelitian Usulan Penghapusan untuk 
ditetapkan di Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. 

Dan i hasil penelitian verifikasi Tim Penghapusan dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Barang Milik Daerah sebagaimana diuraikan path lampiran Berita Acara ini diusulkan dilakukan 
Penghapusan dalam Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 

2.  

3.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, makan terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana terlampir 
pada Berita Acara ini, diusulkan kepada Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah agar dilakukan 
proses Penghapusan Barang Milik Daerah 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 

PANIT1A PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 
NAMA SKPD/UKPD 

PROVINSI DKI JAKARTA 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 



Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota Tidak Tetap 

Anggota Tidak Tetap 



Format 6 
KOP SKPID/UKPD 

SURAT KETERANGAN 
KEBENARAN FOTOKOPI SERTIFIKAT 

Nomor 	  

Yang bertanda tangan dibawah in: 

Nama 
NIP/NRP 
Jabatan 

Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi sertipikat tanah : 

No. Jenis dan Nomor 

Sertipikat 

Luas 
Tanah 

(m2) 

Pemegang 	1 

Hak 

No. Surat Ukur/ 

Gambar Situasi 

Lokasi 

Adalah benar sesuai dengan aslinya 	 

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka 
Permohonan Pertimbangan Penahapusan Barang Milk Negara. 

Kota, tanggal 

NIP 	  



KOP Z3KPD/UKPD 
Format 7 

SURAT KFETERANC.34N 
KEBENARAN FOTOKOPI IZIN MENDIRIKAN BANGONAN, DOKUMEN PEROLEHAN 

BA NGUNAN 
DAN BERETA ACARA SERAH TERIMA BANGUNAN 

Nomor • 	  

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama 
NIP/NRP 
Jabatan 

Dengan ini menerangkan bahwa : 
1. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan . 

No. Nomor Izin 

Mendirikan 
Bangunan 

Tanggal Izin 

Mendirikan 
Bangunan 

Luas Bangunan 

(rn2) 

Lokasi 

2. Fotokooi dokumen oerolehan Ban unan: 
No. Nomor izin 

Mendirikan 
Bangunan 

Tanggal Izin 

Mendidkan 
Bangunan 

Luas Bangunan 

(m2) 

Lokasi 

3. Fotokooi Berita Acara Serah Terima Ban unan : 
I No. Nomor Izin 

Mendirikan 
Bangunan 

Tanggai Izin 

Mendirikan 
Bangunan 

Luas Bangunan 	Lokasi 

(m2) 

a 
Adalah benar sesuai dengan 

Demikian keterangan in karni twat dengan sabenar-benarnya daIam rangka 
Permohonan Pertimbangan Penghapusan Barang Milik Neaara. 

Kota, tanggal 

NIP 	  



Format 8 

KO P CK.P3/UKPC4 

SURAT KEE ERANGAN 
KEBENARAN FOTOKOPIDOKUMEN KEPEMILIKAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG SETARA 

DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU 
BANGUNAN 

Nomor 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
NIP/NRP 
Jabatan 

Dengan ini menerangkan bahwa : 
1. Fotokopi DOKUMEN KEPEMILIKAN Kendaraan bermotor atau dokumen lain yang 

setara den an bukti ke emilikan 
No. Nomor 

Dokumen 
Kepemilikan 

Tanggal 	-1-  M e r !city p e 
DokumenJenis 
Kepemilikan j 

Nomor 
Mesin 

Nomor 	1 
Rangka 	I 

1 

Nomor 
Polisi 

1 

2. Fotokopi dokumen lainnya misalnya Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Berita Acara 
Sarah Tarim* terkait perolehan berang untuk Eferang Kiik Nagar° seisin tanahtatau 
bangunan yang memiliki bukti kepemilikan:  
No. 	Nomor Dokumen Lainnya FTanggal Dokumen Lainnya 

adalah benar sesuai dengan aslinya. 

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka Permohonan 
Pertimbangan Penghapusan Barang Milik Negara. 

Kota, tanggal 

NIP 	 



Format 9 

KO P KP KPD 

SURAT KETERANGAN 
KEBENARAN FOTOKOPI BERITA ACARA SERAH TERIMA TERKAIT PEROLEHAN 

BARANG 
DAN DOKUMEN LAINNYA 

Nornor • 	  

Yang bertanda tangan dibawah in: 

Nama 
NIP/NRP 
Jabatan 

Dengan ini menerangkan bahwa FOTOKOPi Berita Acara Serah Terima terkait perolehan 
barang dan dokumen lainnya: 

        

 

No. 	TNomor Berita Acara 

 

Tanggal Berita Acara 

Serah Terima 

  

Serah Terima 

 

   

        

        

        

Adalah benar sesuai dengan aslinya. 

Demikian keterangan ini karni but dengan sebenar-benarnya daIam Permohonan 
Pertimbangan Penghapusan BarangMiik Ne.gara. 

Kota, tanggal 

............... 	• . 	• • . • 	• 
NIP 	  



Format 10 

KOP SKPD/UKPD 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
Nomor • 

Yang bertanda tangan dibawah in:i 

Na ma 
NIP/NRP 
Jabatan 

Dengan ini menyatakan bahwa tanah dengan perincian data: 

No 
Urut 

Jenis 
Barang 
/Narna 
Barang 

Nomor 
Kontruksi 
Bangunan Luas 

Lantai 

Letak 
Aokasi 
/Alamat 

Dokurnen 
Gedung 

Luas (M2) 

Status 
Tanah 

Nama 
Kode 
Tanah 

Harga 
Kate 

rangan 

Kode 
Barang 

Reg Bertingkat 
Aidak 

Beton 
Aidak 

Tanggal 

r 

Nomor 

Adalah Barang Milik Daerah yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi "nama SKPD" menurut data KIB C akan tetapi sesuai Laporan Hasil Inventarisasi 
Barang Milik Daerah Nomor 	 Tanggal    dinyatakan tidak diketahui 
keberadaannnya/tidak ditemukan. Untuk menindaklajuti laporan hasil Inventarisasi Barang 
Milik Daerah tersebut, kami sudah membentuk Tim Penghapusan guna melakukan verifikasi 
dan penelitian atas Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan tersebut diatas serta meneliti 
ada tidaknya kesalahan yang mengakibaikaii tidak ditemukannya Barang Milik Daerah dan 
kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan, baik mateiil maupun 
formil. 

'Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka Permohonan 
Pertimbangan Penghapusan Barang Milik Daerah. 

Kota, tangga! 

NIP 	 



Format 11 

KOP SKPD/UKPD 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAVVAB MUT LAK 
Nomor • 	  

Yang bertanda tangan ditaawah ini 

Nama 
NIP/NRP 
Jabatan 

Den an ini men atakan bahwa ban unan denc)an perincian data: 

No 
Urut 

Kode 
Barang R eg Merk 

/Type 
Ukuran 

CC 
Bah 
an 

Tahun 
Pembelian 

Nomor 

— 

Harga 
Kete 
rang 
an 

Pabrik Rangka Mesin Poisi 	, BPKB STNK 

Adalah Barang Milik Daerah yang dikuasai clan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi "nama SKPD" menurut data KM (B/D/E/F) akan tetapi sesuai Laporan Hasil Sensus 
BMD Nomor 	 Tanggal 	 dinyatakan tidak diketahui keberadaannnya/tidak 
ditemukan. Untuk menindaklajuti Iaporan hasil Inventarisasi Barang 	Daerah tersebut, 
kami sudah membentuk Tim Penghapusan guna melakukan verifikasi dan penelitian atas 
Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan tersebut diatas serta meneliti ada tidaknya 
kesalahan yang mengakibatkan tidak diternukannya barang MUik Daerah dan kami 
bertanggung jawab penuh atas kebenaran usuian yang diajukan, balk mateiil maupun formil 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka Permohonan 
Pertimbangan Penghapusan Barang iViilik Daerah. 

Kota, tanggal 

NiP 	  



Format 12 

CONTOH Su RAT 
USULAN PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN 

BARANG MILK DAERAH (BMD) 

KOP SURAT 
KHUSU,S .SKPD/LIKPO 

Lincikungan pernrov DKi Jakarta 
tgl-bln-tahun 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 	: Permohonan Pertimbangan Penghapusan 

Barang Milik Daerah berupa selain tanah 
	  pada 	(nama SKPD/UKPD) 

Kepada 
Yth Ketua Majelis Penetapan Status Barang Mlik Daerah 

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 501 Tahun 2019 tentang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah, dengan ini 
kami mengusulkan pertimbangan penghapusan Barang Milik Daerah berupa 	  
slain tanah) 	  pada 	(nama skpd/ukpd) 
sebagaimana daftar terlampir. 

Sebagai dasar keputusan tersebut, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas 
pendukung yang disyaratkan sebagai berikut: 

1. Salinan Berita Acara Inventarisasi berserta !ampiran Daftar Barang Tidak Diternukan 
2. Berita acara hasil verifikasi dan penelitian dari Tim Penghapusan 
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala SKPD/UKPD 

Atas perhatian Bapak/lbu, karni ucapkan terima kasih 

Kepala SKPD,.... ... 

	Nama ......... 	. 	. 
	NIP 	 

Tembusan: 
1 	 
2 	  dst 
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Jakarta 
Mertgetahut • 

FengurusiFenyanpan Barang, 
Kepala SKPD/Untt Kerja, 

NIP 
	 NP 

CON7011 FOR PA 	PEIMISIAN 

DAFtAR DSDLA14 PENGHAPVJANSARAND MRIK DAERAH 
BERUPA MALAYAN DIN ME MN 

SCPDAlmt Karla : 

J1.44114 

Keys's SKPDIUnt Kerp. .,,,,,P.wro. awrg 

  

NIP. 

DAFTAR LIBMAN PENGRAPUSAN BARANG MIL1K BAER AR 
BERUPA PERM...WAN DAM PERLENGKAPAN KANTOR 

TAMUN APIGGARAN 	 

NO. MAMA INSTAN9I 
NORIOR NAMA DAN 

LIMES MARANO 
OPERIS:TYPIE TAIEJN 

PEROLEHAN 
HARGA 

PEROLENAN 
VOLUME SARAN O ALAEAN 

PENGHAPUSAN 
NET. 

NODE GARANG PEG 
1 4 4 .. ,m 7 — -•••••••....=... 444  41 

JCUalta 

Kepaia SKPINUnit Karla. P.ngurusrPenympan Barang, 

NIP . 

 

NIP 	 

 



Format 13 

PEMERLNTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
MAJELIS PEN ETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 
Telpon. 38655806 - 3865585 Fax. 3857777 - 3865745 

JAKARTA 

Nomor 
	

April 2019 
Sifat 	: Penting 
Lampiran : Berkas Permohonan 	 Kepada 
Perihal 	: Agenda Rapat Pra Majelis 	Yth. Anggota Sekretariat Majelis Penetapan 

Status Barang Milik Daerah 
di 

Jakarta 

Bersama ini kami sampaikan usulan permohonan Penghapusan Barang Milik 
Daerah yang akan dibahas dalam Rapat Pra Majelis Penetapan Status Barang Milik 
Daerah yang akan dilaksanakan pada hari .............., tanggal 	......... 	yaitu 
antara lain: 

Nomor 

Pemob on U ra i a a ti suslan Penghapusan KET 
Unit Dokum en 

1 Dinas 	 
BMD yang akan dihapuskan 
berupa 	 

Dinas .... 
BMD yang akan dihapuskan / 
dimusnahkan berupa............. 

3 Dinas 	 
BMD yang akan dihapuskan / 
dimusnahkan berupa 	 

 	Dinas 	 
BMD yang akan dihapuskan / 
dimusnahkan berupa. ...... ...... 

5 Dinas 	 
BMD yang akan dihapuskan / 
dimusnahkan berupa ........ ..... 

dst... 

Dimohon dengan hormat kesediaan Sekretaris Daerah Provinsi DK1 Jakarta untuk 
memberikan arahan atas permohonan di dalam Forum Rapat Majelis Penetapan Status 
Barang Milik Daerah sebagai dasar tindak lanjut Instruksi Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. 

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
selaku 

Ketua Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah 

Saefullah 
NIP 196402111984031002 



Format 14 

, J A .k. 44.-1,.. _ ilLA.Y...a. 
- -'- i i 

* - ' 
. 	i 

1 , h 

PENETAPAN STATUS  
BA.RANG MILIK DAERAH. 

- 
I 	\ 	.•A 	. • . 	• 	,,•„; 



PEMERINTAH PROV1NSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 
Telpon. 38655806 - 3865585 Fax. 3857777 - 3865745 

JAKARTA 

Nomor 
Sifat 	: Penting 
Lampiran 	- 
Perihal 	: Undangan Sidang 

	  2019 

Kepada Yth. 

di 
tempat 

Dalam rangka pelaksanaan siding Majelis Penetapan Status Barang 
Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengundang saudara 

sebagai Tertuntut, untuk rnenghadiri siding Majelis Penetapan Status 

Barang Milik Daerah yang akan dilaksanakan pada: 

Had / Tanggai   2019 
Waktu 	WIB 
Ternpat 

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan 
terima kasih. 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 
SELAKU 

KF.TUA MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG 
MILIK DAERAH 

SAEFULLAH 
NIP196402111984031002 

Tembusan disampaikan Kepada Yth: 
I. Gubernur Provinsi DKI Jakarta (sebage'A laporan) 
2. Kepala BPK RI Perwakiian Provinsi DKI Jakarta 
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta 
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
MA1EL/S PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH 

JaIan Abdul Muis No. 66 
Telpon. 38655866 - 3865585 Fax. 3857777 - 3865745 

JAKARTA 

Nomor 
Sifat 	: Penting 
Lampiran 	- 
Perihal 	Undangan Sidang 

 

2019 

Kepada Yth. 

di 

  

tempat 

Dalam rangka pelak.sanaan siding Majelis Penetapan Status Barang 

Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengundang Bapak/Ibu 

Pimpinan SKPD/UKPD, untuk menghadiri sidang Majelis Penetapan 

Status Barang Milik Daerah yang akan dilaksanakan pada: 

Hari / Tanggal 	2019 
Waktu 	WIB 

Tempat 

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan 

terima kasih. 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 
SELAKU 

KETUA MAJELIS PEN ETAPAN STATUS BARANG 
MILIK DAERAH 

SAEFULLAH 
NIP196402111984031002: 

Tembusan disampaikan Kepada Yth: 
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta (sebagal laporan) 
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DK1T Jakarta 
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
MAJELIS PENcIAPAN Si ATUS ARANG MILIK DAERAH 

3alari Abdul Muis No. 66 
Telpon. 38655806 - 3865585 Fax. 3857777 - 3865745 

JAKARTA 

Nomor 
Sifat 	: Penting 
Lampiran 	: - 
Perihal 	: Undangan Sidang 

	 2019 

Kepada Yth. 

di 
ternpat 

Dalam rangka pelaksanaan siding Majelis Penetapan Status Barang 

Milk Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengundang Bapak 

Gubernur Provinsi DKr Jakarta, untuk menghadiri siding Majelis 

Penetapan Status Barang Iviiiik Daerah yang akan dilaksanakan pada: 

Hari / Tanggal 	2019 
Waktu 	WIB 

Tempat 

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan 

terima kasih. 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 
SELAKU 

KETUA MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG 
MILIK DAERAH 

SAEFULLAH 
NIP196402111984031002 

Tembusan disampaikan Kepada Yth: 
1, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta 
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 



 

JAYA RAYA 

 

PEMERINTAH PRZoINSI DAM 1 i, i4USUS IBUKOTA JAKARTA 
MANUS PENETAPAN STATUS BARANG MILD( DAERAH 

Jedan Abdut Mili5 No. 66 
Telpon. 38655806 - 3865585 Fax. 3857777 - 3865745 

JAKARTA 

  

  

     

     

 

	 ••P 

 

  

Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Perihal 

• 
: Penting 
: 

Undangan Sidang 

 

2019 

Kepada Yth. 

at 

   

tempat 

Dalam rangka peiaksanaan siding Majelis Penetapan Status Barang 

Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengundang saudara 

sebagai Saksi, untuk menghadiri siding 'violet's Penetapan Status Barang 
Milik Daerah yang akan dilaksanakan pada: 

Hari / Tanggal   2019 

Waktu 	WIB 

Tempat 

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan 

terima kasih. 

SELAKU 
KETUA MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG 

MILIK DAERAH 

SAIEFULLAH 
N11,196402111984031002 

Tembusan disampaikan Kepada Yth: 
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta (sebagai laporan) 
2. Kepala BPK RI Perwaki!an Provinsi DKI Jakarta 
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta 
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 



 

PEMERINTAH PrtalINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
MAJELIS PENETAVAN STATUS ARANG MILIK DAERAH 

jalan Abdul Muls No. 66 
Telpon, 38655806 - 3865585 Fax. 3857777 - 3865745 

JAKARTA 

JAYA RAYA 

Nomor 
Sifat 	: Penting 
Lampiran : - 
Perihat 	: Undangan Sidang 

	 2019 

Kepada Yth. 

di 
tempat 

Daiam rangka pelaksanaan siding Majelis Penetapan Status Barang 

Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini mengundang Bapak/Ibu 

Anggota Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah, untuk 

menghadiri siding Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah yang akan 

dilaksanakan pada: 

Hari / Tanggal 

Waktu 
Ternpat 

	 2019 
	WiB 

 

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan 

terima kasih. 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 
SELAKU 

KETUA MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG 
MILIK DAERAH 

SAEFULLAH 
NIP196402111984031002 

Tembusan disampaikan Kepada Yth: 
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta (sebagai laporan) 
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
3. Kepala Perwakiian BPKP Provinsi DKI Jakarta 
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
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NOTULEN RAPAT PRA MASELIS ,;ENETAPAN  STATUS BARANG MILIK 

DAERAH 

No. Urut:  
	

Tanggal:  
	

No. Berkas. 	.•. . • OOOOOOO 

KETERANGAN PERMOHONAN KETERANGAN BARANG MILIK DAF RAH 

NAMA SKPD/UKPD • . JUMLAH 	BARANG : 
MILIK 	DAERAH 
YANG HILANG 

ALAMAT SKPD/UKPD : NILAI 	BARANG : 
MILIK DAERAH 

NOMOR SURAT • . LIJAS : 
TANAH/BANGUNAN 

TANGGAL : STATUS : 

TANAH/BANGUNAN 

STATUS HUKUM : 

No 
Unit 

Jenis 
Barang 
/ Nama 
Barang 

Nomor Kontruksi 
Bangunan 

LLaunatais 
Letak / 
mLoakIranasit  

Dokumen 
Gedung 

Luas 
(M2) 

Status 
Tanah 

Nama 
Kode 
Tanah 

Harga Keterangan 
Permasaiahan 

Kode 
Barang Reg 

Bertingkat 
/ Tidak 

Beton 
/ 

Ti dak 
Tanggal Nomor 



No 
Urut 

Kode 
Barang Reg 

Merk 
/ 

Type 

Ukuran 
CC 

Bahan 
Tatum 

Pembe;ian 

Nomor 

Harga 
Keterangan 

Permasalahan 

Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB STNK 

SARAN 

PETUNJUK GUBERNUR TINDAK LANJUT 

JAKARTA, 	 2019 
Pit. KEPALA BADAN PENGELOLA ASET DAERAH 

PROVINSI DKI JAKARTA 
SELAKU 

SEKRETAR1S MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK 
DAERAH 

PUJIONO 
NIP 196412301991121001 



DOKU 
PEN 

VG MA FA j 

- 	. 	• 
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DAFT AR HADIR 

MAJELIS PENETAPAN STATk S BAI.zA1 ,̀;G MllJK DAERAH 

SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH 

HARI TANGGAL. 	  

TEMPAT. 	  

NO. NAMA JABATANANSTANSI TANDA TANGAN 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  



DAkrAft.  HARM - 

SEKRETARIAT MAJELIS PENETA PAN STATUS BARANG MILIK DAERAH 

SIDANG IVIAJELIS PENETA PAN STATUS BARANG MILIK DAERAH 

HARI / TANGGAL: 	  

TEMPAP 	 

NO, NAMA JABATAN/INSTANSI TANDA TANGAN 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  



DAFT,AR HAD1R 

PESERTA SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH 

SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH 

HARI / TANGGAL: 	  

TEMPAT. 	  

NO. NAMA JABATAN/INSTANSI TANDA TANGAN 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  



DAFTAR FIADIk 

UNDANGAN SKPD/UKPD 'TERKAIT 

SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DA ERAH 

HARI / TANGGAL- 

TEMPAT. 	  

NO. NAMA JABATANANSTANSI TAND A TANGAN 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  



DAFTAR HADIR 

S:',.KS I 

SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS I1A RANG MILIK DAERAH 

HARI/ rANGGAL: 

TEMPAT: 	  

NO. NAMA JABATAN/INSTANSI TANDA TANGAN 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

GO. 

11. 

H 
12.  
13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

/0. 



DOM.' MAJEL 
PEN -77TAPAN STATUS  

BARANG  MILIK  DAERAH 
-;\ 

• ANC  

17- 
f,1 



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 
MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG 	DAERAH 

\\ 

// 

// 

NN 

SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS 
BARANG MILIK DAERAH 
PROVINSI DKI JAKARTA 

SUSUNAN ACARA  

1. PEMBUKAAN OLEH MC 

SIDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAti 

PROVINSI DKI JAKARTA HAPI SENIN TANGGAL 15 APRIL 2019 

DIMULAI. 

ANGGOTA MAXUS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH 

MEMASUKI RUANGAN (UNDMGAN DIMOHON BERDIRL). 

2. STDANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH 

DIPIMPIN OLEH KETUA MA)EL/S PENETAPAN STATUS BARANG 

MILIK DAERAH. 

KEPADA YANG TERHORMAT KETUA MAJELIS DIPERSILAHKAN 

UNTUK MEMIMPIN SIDANG, 

3. KETUA MAJELIS MENCIUNDANG IC:PALA SKPD/UKPO PENGUSUL 

PENGHAPUSAN BARANG MILXK DAERAH MASUK KE RUANG SIDANG 

DAN MENEMPATI KURSI PERSIDANGAN. TERTUNTUT ...... 

DTPERSILAHKAN UNTUK MEMASOKI RUANG SIDA1%!G. 



4. KETUA MA2ELI5 MEKR,A,CAKAN SKENARIO SIDANG. 
5. SEKRETARIS MARLY.Si I (SE(RETARIAT) MEMBACAIKAN 

KRONOLOGIS BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK DTKETAHUI 
DAN TIDAK DITEMUKAN FISIKNYA. 

6. KETUA MAIMS ilEMPERSILAHKAN KEPALA SKPDIUKPD 

PENGUSUL PENGHAPUSAN BARANG MILD( DAERAHMEMBERIKAN 
TAMGGAPAN ATAS PEMBACAAN TONTUTAN. 

"L 31LlkTAN(.3GAPAN 	 SKPD/UKPL1 PENGUSUL 
PENGHAPUSAN BARANC MILIK DAERAH PERU) MENDAPAT 

PERTIMBANGAN ATAU TANGGAPAN SAUK ANGGOTA MAJELIS, 

tvIAKA KETUA MEMPERSILAHKAN ANGGOTA MAJELIS LAINNYA 
UNTUK MEMBERIKAN PENDAPAL 

8. KETUA MAJELIS MENSKORS SIDANG SELAMA 5 -10 MENIT UNTUK 

PENGAMBI LAN 1ASJL POTUSAN SIDANG (PALU DI KETUK 1 X). 
9. SELURUH ANGGOTA DIUNDANG UNTUK FtAPAT PENGAMBILAN 

PUTUSAN. 

10. SETELAH PENGAMBILAN PUTUSAN SECARA ULJ SIDANG 

DILANJUTKAN OLEH KETUA MAJELIS DENGAN MENARIK 
SKORSING (PAW DIKETUK I x). 

11. PEMBACAAN HASIL PUTUSAN SIDANG OLEH KETUA MAJELIS. 



MAJELIS  
US 11.1' R A e'4  rt 

DOKUM EN v7 JAN1 
PENETAPAN AVit 
MILIK DAE 



II. PELAKSANAAN SIDANG 

"Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh" 

1. "Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah- yang saya harmati, 

siding Majelis Penetapan Status arang Miiik Daerah hari ini Senin, 15 April 
2019 	saya 	buka 	dengan 	resmi • dengan 	membacakan 
"Bismillahirrahmannirrahim" dan siding terbuka untuk umum", sambil 

mengetuk palu sidang 3 (tiga) kalL 

2. ‘Selanjutnya disampaikan bahwa siding hari ini akan menyidangkan 
penetapan status barang rniHk daerah dengan tuntutan penahapusan 
barang milik daerah dari SKPD/LIKPD 	  sebanyak 	  
barang mink daerah dengan nilai sebesar Rp 	  
Yang terdiri atas: 
* Tahun 	dengan jumlah barang sebanyak 	senilai Rp 	 
* Tahun 	dengan jumlah barang sebanyak 	senilai Rp 
* Tahun 	dengan jumlan barang sebanyak ..... senilai Rp 	.... 
* Tahun 	..... dengan jumlah barang sebanyak ..... senilai Rp 	 
* Tahun 	dengan jumlah barang sebanyak 	senilai Rp ............ 
* Tahun 	dengan juniiah barang sebanyak ...... senilai Rp 
* Tahun 	... . . dengan jumlah barang sebanyak 	senilai Rp ..... 
* Tahun .. .. 	dengan jumlah barang sebanyak ...... senilai Rp 	....... 
* dst 	  
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